


Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);






Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 21Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuanngan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1496);

16, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7
Tahun 2018 tentang Nagari; (Lembaran Daerah Provisi
Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02
Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Nagari;

19 peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017
tentang Kewenagan dan Hak Asal Usul Nagari;

20, Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 06 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Nagari Air
Haji Barat Perode Tahun 2021 sampai 2027;

21. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.77 Tahun
2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji
Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Hasil Seleksi oleh Tim Seleksi Pengurus Bumnag
tentang Pemilihan dan seleksi Pengurus BUMNag Air
Haji Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal
22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik

Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat









